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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  antara; 
ARNIS BINTI MUHAMMAD NUR alias KEDOK, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Jati VII No. 9 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riniarti Abbas, S,H,M.H dan Aulia Fitra, S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor “RINI ABBAS, SH,MH & PARTNERS, Law Firm” yang beralamat di Jl. Seberang Padang Selatan III/342 Padang, Kelurahan Seberang Padang Selatan, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor 66/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 30 Januari 2023, semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;
lawan

DRS. ALI BASIR BIN MUHAMMAD NUR alias KEDOK, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 November 1943, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ciasem IV No. 9 RT.003 RW.004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula  Penggugat I /Tergugat Rekonvensi I sekarang Terbanding I;

SYAFRI K BIN MUHAMMAD NUR alias KEDOK, tempat dan tanggal lahir Sirambang, 02 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cubadak Air Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,  semula Penggugat II /Tergugat Rekonvensi II sekarang Terbanding II;

SARKAWI BIN MUHAMMAD NUR alias KEDOK, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mekarsari Tengah No. 42 RT. 002 RW. 013, Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula Penggugat III /Tergugat Rekonvensi III sekarang Terbanding III;

HELMI BINTI MUHAMMAD NUR alias KEDOK, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 21 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rc. Veteran No. 11 RT. 010 RW. 001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, semula Penggugat IV /Tergugat Rekonvensi IV sekarang Terbanding IV; 

                                   Dalam hal ini Terbanding I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada Desparika Metra, S.Ag, dan rekan Advokat yang berkantor di Jl. Simpang By Pass Kampung Lalang Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/KH/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 15/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya disebut Para Terbanding;   

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;


Telah mempelajari  berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

                                                     DUDUK  PERKARA

          Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg,  tanggal 17 April 2023 Masehi,  bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1444 Hijriyah,  yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

  DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat;

  DALAM POKOK PERKARA

 DALAM KONVENSI 
  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

  Menetapkan pewaris (Muhammad Nur alias Kedok bin Boroh) ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat  telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984;

  Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Nur alias Kedok bin Boroh) sebagai berikut:

  3.1. Siti Anayar binti Munaf (istri Pewaris);

3.2. Drs. Ali Basir bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

3.3. Syafri K bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

3.4. Sarkawi bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

3.5. Helmi binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

3.6. Arnis binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

4.  Menetapkan Pewaris (Siti Anayar binti Munaf) ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2019;

5.   Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Siti Anayar binti Munaf) Ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

5.1. Drs. Ali Basir bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

5.2. Syafri K bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

5.3. Sarkawi bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

5.4. Helmi binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

5.5. Arnis binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

6.   Menetapkan  harta  tersebut  di bawah ini sebagai mal waris (harta warisan) Almarhumah Siti Anayar binti Munaf :
6.1. Sebidang tanah seluas 968 m², di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) yang terletak dahulunya di Desa Kampung Sawahan sekarang di Jalan Jati VII No. 9 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1265 atas nama Siti Anayar binti Munaf;

Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan 
: Rumah Pak Amir;

Sebelah Selatan dengan 
: Rumah Marah Syofyan 

Ramlan (Alm)

Sebelah Barat dengan 
: Kantor Bank Indonesia;

Sebelah Timur dengan 
: jalan;

6.2. Sebidang  tanah  sawah seluas 1.359 m² yang terletak di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 52 dengan surat ukur Nomor: 13/Cubadak Air/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama-nama: Hj. Siti Anayar,  Helmi dan Arnis.

7.   Menetapkan bagian masing-masing  ahli waris almarhumah Siti Anayar binti Munaf dari harta warisan sebagaimana diktum angka 6 di atas adalah sebagai berikut :

7.1.
Drs. Ali Basir bin Muhammad Nur  alias  Kedok  (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat  [image: image3.png]


 = 25%;

7.2. Syafri  K bin Muhammad Nur alias Kedok  (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat [image: image5.png]


 = 25%;
 QUOTE 
 
7.3. Sarkawi bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung    pewaris) mendapat [image: image8.png]


 = 25%;
7.4. Helmi binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan  kandung pewaris) mendapat  [image: image10.png]


 = 12,5%; 
7.5. Arnis binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung   pewaris) mendapat  [image: image12.png]


 = 12,5% 

8.  Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 di atas secara riil atau dijual lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian atau furudhnya masing-masing;
9.    Menolak gugatan Para Penggugat  untuk selain dan selebihnya.

  DALAM REKONVENSI
  -
 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
-
 Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan jumlah masing-masing Rp 3.615.000,00 : 2 = Rp1.807.500,00 (satu juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 28 April 2023, Kuasa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg,  tanggal 17 April 2023 Masehi,  bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2023 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Padang a quo dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti atas Perkara a quo tidak cukup pertimbangan hukumnya dalam menimbang alat-alat bukti yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang  tersebut telah melanggar Azas Hukum yakni Azas Keseimbangan dalam menilai dan Azas Keadilan dalam memberikan pertimbangan hukum pada alat-alat bukti dan saksi-saksi, sehingga dalam Pertimbangan Hukumnya Yudex Factie Pengadilan Agama Kota Padang  tidak cukup.
Bahwa dalam Hukum Yudex Factie Pengadilan Agama Padang tidak ada mempertimbangkan secara Yuridis (hukum), tentang Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa objek perkara adalah milik Penggugat I. Padahal objek perkara adalah hak milik Siti Anayar ( Alm ) yang telah dihibahkan wasiatkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas SHM No. 1265 yang terletak di JL. Jati VII No. 9 RT/001 RW/009, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur No. 21/1959 atas Nama Pemegang Hak Siti Anayar yang sekarang sudah meninggal dunia. Tanah objek a quo adalah merupakan hibah wasiat sebelum Siti Anayar meninggal dunia, diperuntukkan dan diawasi oleh Tergugat (Arnis) / Pembanding untuk anak-anak, cucu-cucunya dan dengan Amanah dari orang tua Pembanding agar tidak diperjual-belikan, ahli waris yang lain telah mendapatkan bagiannya masing-masing yakni Para Penggugat yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat. 

Bahwa menurut Pasal 210 sampai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dimana hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dan begitu juga wasiat dari orang tua kepada anaknya, bahwa Yudex Factie tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding, sehingga Yudex Factie Majelis Pengadilan Agama Padang tidak mempertimbangkan dengan seksama seluruh surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Tergugat Asal sehingga telah melanggar hukum acara.

Bahwa Yudex Factie tidak cukup pertimbangan hukumya secara keseluruhan, dimana Para Terbanding telah mendapat Hak-haknya pula dari Harta yang lain.

Bahwa tentang pembahagian waris menurut Hukum Fara’id dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah salah dan keliru menetapkan SHM No: 1265 tanah berikut bangunan yang ada diatasnya adalah merupakan hibah wasiat yang sebagaimana bukti P/11 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

Bahwa dalam Perkara Perdata No.1051/Pdt.G/2022/PA.Pdg Tanggal 22 November 2022, dimana Saksi mengatakan bahwa Orang Tua Laki-laki Para Penggugat yang bernama Muhammad Nur alias Kedok ada punya istri lain selain dari Siti Anayar yang sekarang sudah Almarhum.

Bahwa mengenai surat-surat bukti dari Tergugat asal/Pembanding tidak bisa terbantahkan karena surat-surat bukti dari Pembanding dari T/1 s/d T/9 dengan 2 orang saksi cukup kuat.  Yudex Factie Pengadilan Agama Padang tidak punya alasan yuridis secara konseptual dalam memutuskan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang memutuskan suatu perkara warisan tidak berdasarkan metode Yuridis, Konseptual, berdasarkan Al-Quran, Hadist, Ij’mak dan Kias menurut Hukum Fara’id.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang a quo dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Pembanding seluruhnya; 

DALAM KONVENSI ;
DALAM EXEPSI;

Menerima seluruh Exepsi dari Tergugat Asal/ Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O). 

DALAM REKONVENSI;
Menerima seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Asal.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Mei 2023, Para Terbanding sampai saat surat keterangan dikeluarkan tidak mengajukan kontra memori;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 26 Mei 2023 walaupun telah diberitahukan untuk inzage bagi Pembanding pada tanggal 17 Mei 2023 dan Para Terbanding tanggal 16 Mei 2023 ; 

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA. Pdg. tanggal 5 Juni 2023 untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex facti di tingkat banding, akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

  Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 28 April 2023 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa  waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara ini menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, in casu Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg,  tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1444 Hijriyah dan setelah menelaah memori banding,  Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai legal standing para pihak dan kuasa hukum mereka masing-masing serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, untuk kemudian diambil alih dan menjadi pendapat sendiri, sedangkan terhadap materi gugatan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya berpendapat sama dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

DALAM KONVENSI 

Dalam Eksepsi  :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan alasan pada butir 1 sampai dengan butir 4 yang termuat dalam jawaban Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi  dimaksud tidak berkaitan dengan kompetensi mengadili (kewenangan), akan tetapi terkait dengan penilaian dan pembuktian pokok perkara, maka untuk itu akan dijawab dan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara; 

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada butir 5 tentang objek perkara a quo SHM Nomor 1265 yang didalilkan oleh Tergugat tidak dapat diterima (NO/Niet ontvankelijke verklaard) karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Padang yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini baru memutuskan sebatas “sengketa kepemilikan” harta a quo dengan menetapkan bahwa harta a quo adalah milik dari Ibu kandung Penggugat I dan Tergugat, belum menetapkan siapa-siapa saja dari saudara-saudara Penggugat I dan Tergugat yang menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing, begitu juga karena pewaris beragama Islam dan Tergugat pun tidak keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Padang, sehingga eksepsi dengan alasan ini juga tidak cukup berasalan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak;
Dalam Pokok Perkara : 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap harta peninggalan dari pewaris Almh. Siti Anayar binti Munaf yaitu :
Sebidang tanah sawah seluas 1.359 m² yang terletak di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 52 dengan Surat Ukur Nomor: 13/Cubadak Air/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama : Hj. Siti Anayar,  Hermi, Arnis;
Sebidang tanah seluas 968 m², di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) yang terletak dahulunya di Desa Kampung Sawahan, sekarang di Jalan Jati VII No. 9 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1265 atas nama Siti Anayar (harta a quo dikuasai Tergugat);

Sekaligus dalam gugatannya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan ayah mereka yang bernama Muhammad Nur alias Kedok dan ibu mereka yang bernama Siti Anayar binti Munaf. Terhadap gugatan tersebut Tergugat telah membantah dengan mendalilkan khusus untuk harta pada butir 2 adalah milik Tergugat berdasarkan hibah wasiat dari ibu kandung para pihak sedangkan terhadap harta butir 1 diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan tersebut dan terhadap putusan ini pihak Tergugat mengajukan keberatan. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mengkaji ulang berkas perkara, secara umum sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai penetapan tentang ahli waris dari ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Nur alias Kedok ;

Menimbang, bahwa didalam posita perkara a quo tidak menyinggung dan menjelaskan tentang harta apa saja yang ditinggalkan oleh ayah Para Penggugat dan Tergugat, sementara didalam petitum mohon untuk ditetapkan ahli waris dari ayah Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut ketentuan persyaratan suatu gugatan ke Pengadilan petitum harus didukung dengan posita yang jelas yang diformulasikan sedemikian rupa dengan menjelaskan kepentingan hukum dari gugatan tersebut. Oleh karena petitum dalam butir ini tidak didukung oleh posita serta tidak jelasnya alasan hukum yang mendasarinya apalagi berdasarkan bukti T.9 dinyatakan oleh para saksi ayah Para Penggugat dan Tergugat punya isteri lain selain ibu mereka, maka gugatan Para Penggugat/ Para terbanding pada butir ini ternyata kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat agar ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat (Muhammad Nur alias Kedok) dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 sebagaimana tertuang dalam bukti P.1, terhadap hal ini diakui oleh kedua belah pihak, namun oleh karena ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat tidak ditetapkan sebagai pewaris maka tanggal meninggalnya tidak mempunyai urgensi lagi untuk ditetapkan dalam amar putusan dan cukup dimuat dalam pertimbangan hukum guna dipedomani dalam menetapkan ahli waris dari ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tetang harta warisan (maal waris) pada butir 1 yaitu sebidang tanah sawah seluas 1.359 m² yang terletak di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 52 dengan Surat Ukur Nomor: 13/Cubadak Air/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama: Hj. Siti Anayar,  Helmi dan Arnis. Walaupun nama pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah Siti Anayar, Helmi (Penggugat IV) dan Arnis (Tergugat) namun karena diakui oleh Penggugat IV dan Tergugat harta a quo adalah harta yang harus dibagi, maka berdasarkan azas negative stelsel (nama yang tertera dalam sertifikat tidak otomatis sebagai pemilik), patut diyakini Siti Anayar adalah sebagai pemilik dari harta tersebut. Sedangkan terhadap harta pada butir 2 sebagaimana sudah ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 82/Pdt.G/2021/PN.Pdg, tanggal 28 Oktober 2021 harta a quo milik dari Almarhum Siti Anayar. Dengan demikian dapat diyakini kedua harta tersebut adalah milik dari almarhumah Siti Anayar;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Para Penggugat bahwa kedua harta a quo adalah harta warisan, untuk harta butir 2 dibantah oleh Tergugat bahwa harta a quo tidak termasuk harta warisan dari almarhumah Siti Anayar karena telah dihibah-wasiatkan kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti T.1, terhadap “hibah-wasiat” sebagaimana termuat dalam Pasal 957 KUHPerdata tidak dikenal didalam Kompilasi Hukum Islam, kecuali “hibah” dan “wasiat”, masing-masing mempunyai bentuk dan persyaratan sendiri-sendiri, untuk itu terhadap dalil Tergugat patut dipertimbangkan sebagai hibah atau sebagai wasiat dari ibu Tergugat:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bahwa harta a quo adalah hibah, menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) batas maksimal harta yang dapat dihibahkan oleh seseorang hanyalah 1/3 dan pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan demikian dalil Tergugat bahwa harta a quo adalah merupakan hibah dari Ibu Tergugat kepada Tergugat tidak memenuhi persyaratan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya harta a quo adalah wasiat dari Ibu Tergugat kepada Tergugat, persyaratan untuk wasiat dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan batas wasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta dan pada ayat (3) lebih lanjut menjelaskan jika wasiat itu kepada ahli waris baru berlaku jika semua ahli waris menyetujuinya. Dalam hal ini persetujuan semua ahli waris juga tidak ada, sehingga wasiat itu pun tidak memenuhi persyaratan, dengan demikian dalil Tergugat bahwa harta a quo adalah milik Tergugat tidak dapat diterima dan patut ditetapkan bahwa kedua harta tersebut adalah harta warisan dari almarhumah Siti Anayar binti Munaf, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada butir ini patut dipertahankan;   

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 suami dari Anayar telah meninggal tanggal 15 Mei 1984 dan berdasarkan bukti P.2 ayah Sitio Anayuar bernama M.Ali dan ibunya bernama Saedah telah meninggal lebih dahulu, maka ahli waris yang hidup disaat meninggalnya almarhumah Siti Anayar adalah Para Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Anayar serta bahagian masing-masing dari ahli waris juga telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatn Para Penggugat bahwa perbuatan Tergugat menguasai harta tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) telah tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karena Tergugat juga adalah pihak yang berhak terhadap harta a quo maka penguasaan harta butir 2 oleh Tergugat tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat pada butir ini tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh  Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada konvensi ini dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat sendiri dan menjadi bahagian dari putusan ini, sedangkan didalam amar akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg,  tanggal 17 April 2023 Masehi,  bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambahkan mempertimbangan bahwa yang menjadi dasar dari semua gugatan Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang menyatakan bahwa harta poin 2 adalah milik Pengggat rekonvensi, maka dengan tidak diterimanya dalil Penggugat Rekonvensi tersebut maka gugatan sepanjang berkaitan dengan hal itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, dengan demikian pertimbangan dalam rekonvensi ini patut dikuatkan:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg,  Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;
Mengingat segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding.
Membatalkan Putusan Pengadilan Padang Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Pdg,  tanggal 17 April 2023 Masehi,  bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
          DALAM KONVENSI 

          DALAM EKSEPSI :

     Menolak eksepsi Tergugat;

          DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
Menetapkan Pewaris (Siti Anayar binti Munaf) ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2019;
Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Anayar binti Munaf (Ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
3.1 Drs. Ali Basir bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki   kandung pewaris);

3.2. Syafri K bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

3.3. Sarkawi bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung pewaris);

3.4. Helmi binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

3.5. Arnis binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung pewaris);

Menetapkan  harta  tersebut  di bawah ini sebagai harta warisan (mal waris) Almarhumah Siti Anayar binti Munaf :
4.1. Sebidang  tanah  sawah seluas 1.359 m² yang terletak di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 52 dengan surat ukur Nomor: 13/Cubadak Air/2008, tanggal 16 September 2008 atas nama-nama: Hj. Siti Anayar,  Helmi dan Arnis. 
4.2. Sebidang tanah seluas 968 m², di atasnya berdiri bangunan permanen (rumah) yang terletak di Jalan Jati VII No. 9 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1265 atas nama Siti Anayar binti Munaf;

dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan 
: Rumah Pak Amir;

Sebelah Selatan dengan 
: Rumah Marah Syofyan







  Ramlan (Alm)

Sebelah Barat dengan 
: Kantor Bank Indonesia;

Sebelah Timur dengan 
: jalan.

Menetapkan bagian masing-masing  ahli waris almarhumah Siti Anayar binti Munaf dari harta warisan sebagaimana diktum angka 4 di atas adalah sebagai berikut :

5.1.
Drs. Ali Basir bin Muhammad Nur  alias  Kedok  (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat  [image: image14.png]


 = 25 persen;

5.2. Syafri  K bin Muhammad Nur alias Kedok  (anak laki-laki kandung pewaris) mendapat [image: image16.png]


 = 25 persen; QUOTE 
 
5.3. Sarkawi bin Muhammad Nur alias Kedok (anak laki-laki kandung    pewaris) mendapat [image: image19.png]


 = 25 persen;
5.4. Helmi binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan  kandung pewaris) mendapat  [image: image21.png]


 = 12,5 persen; 
5.5. Arnis binti Muhammad Nur alias Kedok (anak perempuan kandung   pewaris) mendapat  [image: image23.png]


 = 12,5 persen; 
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 di atas secara riil atau dijual lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian atau furudhnya masing-masing;
Menyatakan gugatan Para Penggugat petitum butir 4 (empat) tentang penetapan ahli waris dari ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat dan butir 17 tentang putusan dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
Menolak gugatan Para Penggugat  untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI
  -
 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00  (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh  Drs. H. Sulem Ahmad, S.H, M.A. ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota,  putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra.Syuryati sebagai   Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak;

                           



Hakim Ketua,

                                                                    Drs. H. Sulem Ahmad, S.H, M.A.

    Hakim Anggota ,
















    Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

    Drs. Najamuddin, S.H., M.H.                            

Panitera Pengganti

                                                                                  Dra.Syuryati 


Rincian biaya perkara:

Biaya proses.............. Rp130.000,00

Biaya Redaksi............ Rp  10.000,00

Biaya Materai..............Rp  10.000,00

Jumlah.....................…Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 18 dari 18 halaman  Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PTA.Pdg

